BAB V

PEMBAHASAN

A. Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri

Pedagang kaki lima di Kota Kediri memang memiliki pengaruh besar
dalam perekonomian di Kota Kediri, namun jika cara beroperasionalnya PKL yang
tidak menaati peraturan pemerintah serta tidak sesuai dengan hukum islam yang
ditinjau dari kemaslahatan umat maka sangat besar kemungkinan menimbulkan
problematika yang peneliti rasa butuh penanganan intens dari pihak terkait demi
kelancaran aktivitas bersama. Problematika yang didapati peneliti yakni tidak
kondusifnya operasional PKL yang ditinjau dari tempat transaksi PKL yang sangat
tidak sesuai dengan peraturan wali kota dimana PKL tidak diperbolehkan
berjualan di bahu ,trotoar, yang sangat berpotensi menimbulkan kemacetan lalu
lintas hingga merenggut hak pejalan kaki.

Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal, yang
merupakan tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk
mencapainya. Menurut pasal 1337 KUH Perdata, sebab yang tidak halal adalah
jika perjanjian tersebut dilarang oleh undang-undang bertentangan oleh Undang-
undang, bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum.

Area publik yang ideal ditandai oleh tiga hal yaitu responsif, demokratis,

dan bermakna. Responsif dalam arti area adalah ruang yang dapat digunakan untuk
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berbagai kegiatan dan kepentingan luas. Demokratis, artinya ruang publik dapat
digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi,
dan budaya serta aksesibel bagi berbagai kondisi fisik manusia. Menurut pasal
1474 KUH Perdata ada 2 macam kewajiban pokok bagi penjual, yaitu:

a. menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli;

b. menjamin kenikmatan tentram atas barang tersebut serta adanya cacat

tersembunyi.

Kebiasaan buruk PKL di Kota Kediri yakni pertama menguasai badan
jalan dan trotoar, bukan sebuah hal yang aneh melihat di atas badan jalan di Kota
Kediri dipakai sebagai tempat menggelar lapak oleh pedagang kaki lima. Mereka
tidak peduli bahwa tindakan mereka mengganggu arus lalu lintas dan pejalan
kaki. Bahkan tidak jarang kalau dagangan mereka sedikit tersenggol karena
padatnya lalu lalang, mereka marah dan menghardik. Padahal mereka sudah jelas
berada di posisi yang salah. Tidak ada aturan yang membenarkan pemakaian
badan jalan untuk berdagang. Kedua membuang sampah sembarangan, tumpukan
sampah di area pedagang kaki lima menggelar lapak adalah pemandangan umum.
Mereka tidak memiliki sama sekali kesadaran tentang arti kebersihan. Sampah
barang-barang yang tidak terjual akan mereka letakkan dimana saja tanpa
menghiraukan akibatnya. Sebagai hasilnya adalah kotornya banyak tempat akibat

ulah mereka tersebut. Ketiga selalu merasa dirinya orang kecil dan minta

dimaklumi, para pedagang kaki lima di Kota Kediri, memakai alasan bahwa

! KUH Perdata, dalam buku Zul AFdi Ardian, Pengetahuan Hukum, (Bandung:
Armico,1992) , hal. 82
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mereka sedang mencari nafkah dan minta dimaklumi karenanya. Padahal apa
yang mereka lakukan sangat mengganggu warga lainnya. Pemikiran khas
pedagang kaki lima ini bila selalu dituruti bisa menimbulkan kecemburuan warga
lainnya. Seluruh warga Kota Kediri berhak untuk menikmati fasilitas yang ada di
kota ini. Keempat merugikan pemilik toko resmi di banyak tempat di kota Kediri,
sangat sering keberadaan pedagang kaki lima menutupi berbagai toko resmi.
Pedagang yang membayar biaya mahal untuk membeli toko atau rukonya, banyak
terganggu karena pedagang kaki lima sering menggunakan area di depan toko
mereka. Hal ini sering tidak disadari menyusahkan akses pembeli menuju ke toko
resmi. Tidak ada pedagang kaki lima yang memikirkan dampak dari keberadaan
mereka yang menutupi toko-toko resmi di suatu tempat. Jarang pemilik toko
resmi yang berani mengusik karena kalah dalam jumlah dan kenekatan.

Kota Kediri berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai
aspek yaitu pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga
olahraga. Pusat perbelanjaan dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan
modern sudah beroperasi di kota ini. Karena banyaknya jiwa dan lapangan kerja
yang sedikit di Kota Kediri sehingga menjadikan masyarakat memilih untuk
berdagang yakni beraktifitas menjadi PKL tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya
ada peraturan PKL yang mengatur bahwa tidak sembarangan berdagang dan
memenuhi jalan ramai dan strategis. Melihat fenomena keberadaan PKL yang

menjamur di daerah Kota Kediri ternyata keberadaanya dapat dijadikan sebagai
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salah satu potensi pembangunan dan pengembangan daerah yang harus diimbangi
dengan keteraturan dan ketertiban, agar keberadaan PKL ini tidak menjadi masalah
bagi suatu daerah seperti halnya mengganggu keamanan dan keindahan kota.
Dalam hal ini koordinasi pihak terkait dibutuhkan dengan harapan terlaksana
tujuan dari Penataan PKL yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Koordinasi penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2?, dilaksanakan
melalui:
a. pendataan dan pendaftaran PKL;
b. penetapan lokasi PKL;
c. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
d. peremajaan lokasi PKL; dan
e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

(2) Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:
a. lokasi;
b. jenis tempat usaha;
C. bidang usaha;
d. modal usaha; dan
e. volume penjualan.

(3) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi
sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(4) Pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL sebagai-mana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.

(5) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai
dengan peruntukannya.

? Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pasal 2: “Pemerintah bersama Pemerintah Daerah
berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL”.
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(6) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.’

Area harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dan dunia luas dengan
konteks sosial. Kondisi penataan yang tidak sesuai akan dapat berdampak negatif
seperti halnya keindahan bahkan kebersihan kota, jelas bahwa melanggar
peraturan seperti yang tercantum dalam Perda No 9 Tahun 2014 Penyediaan
Ruang bagi PKL di wilayah Surabaya Jawa Timur dalam pasal 11 tentang
kewajiban PKL.

Pasal 11

Setiap pelaku usaha pada Pusat Perbelanjaan dan/atau Pusat Perkantoran wajib:

a. menyediakan satuan ruang bagi PKL dengan jumlah sesuai dengan peruntukan
yang ditetapkan luasan dan fungsi bangunan;

b. menjalin kerjasama dengan PKL yang ditempatkan pada satuan ruang bagi PKL
sesuai data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

¢. membina PKL yang ditempatkan sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang
kondusif dan saling menguntungkan antar para pihak;

d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat
usaha:

f. mengembangan kemampuan wirausaha PKL yang ditempatkan sesuai dengan
aturan dan arah pengembangan usaha masing-masing Pusat Perbelanjaan dan
Pusat Perkantoran;

g. menyampaikan laporan terkait data PKL yang menempati Pusat Perbelanjaan
dan Pusat Perkantoran kepada Pemerintah Daerah, setiap terdapat perubahan
data PKL.*

Keresahan sosial yang diakibatkan oleh PKL di Kota Kediri yaitu

mengganggu kenyamanan pengguna jalan, serta merusak keindahan kota. Selain

* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
* Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Pedagang Kaki
Lima. hal. 13.
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itu, keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-

desakan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). Persoalan

dalam penelitian ini adalah mengenai tempat yang dilarang untuk pelaksanaan

PKL. Dimana kenyataanya hingga saat ini masih saja terdapat PKL yang

melanggar peraturan seperti masih adanya PKL yang berjualan di trotoar, depan

instansi, bahu jalan depan sekolahan, bahu jalan depan puskesmas dan masih
banyak lagi tempat yang tidak seharusnya digunakan berjualan oleh PKL. Faktor-
faktor pemicu keserakahan dan penyimpangan aset publik dewasa ini adalah
lemahnya nilai-nilai keimanan, merebaknya kebobrokan lintas dimensi moral,
sosial, ekonomi dan politik, serta masih lemahnya penerapan hukum.

Kenyataannya saat ini banyak fenomena jalan raya yang tidak kondusif
dengan keberadaan PKL, yakni:

1. Jalan Hos Cokroaminoto dimana jalan ini bertepatan dengan tempat pasar
Pahing, bisa dibanyangkan bagaimana kondisi disana dan peneliti rasa sangat
tidak kondusif yang menjadikan dalam satu wilayah telah ada beberapa aktifitas
lain seperti parkir mobil dan daerah ini juga merupakan jalur dua arah yang
cukup ramai digunakan oleh masyarakat. Dampak yang ditimbulkan meliputi
mengurangi hak pejalan kaki, lalu lintas macet, parkir mobil yang memakan
space jalan, pegawai toko sekitar pasar yang menyebrang memindahkan barang
datang/orderan, bahkan kerusakan fasilitas publik seperti paving, pot bunga dan

menimbulkan sampabh.
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2. Jalan Hayam Wuruk merupakan jalan satu arah, namun disini kenyataanya
sangat macet dikarenakan aktivitas PKL yang tidak sesuai dengan prosedur
seperti melanggar jam operasional berdagang yang telah ditentukan dan parkir
mobil yang memakan space jalan, juga karena jalan ini sangat strategis dan
merupakan pusat kota.

B. Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri Berdasarkan Peraturan Wali
Kota No 37 tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri

Ditinjau dari Hukum Positif yakni Perwali Nomor 37 Tahun 2015 yang

telah ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada 10 September 2015 yang

isinya merupakan petunjuk pelaksanaan Perda Jatim Nomor 7 Tahun 2014.

Implementasi Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang

Penataan Pedagang Kaki Lima serta hambatan yang dihadapi dan upaya yang

harus dilakukan dalam menyikapi hambatan tersebut. Dalam penelitian ini

digunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun Faktor pendukung
Implementasi Peraturan Walikota Kota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang
Petunjuk Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang
Kaki. Sementara faktor penghambat impelementasi mencakup pihak Pedagang
Kaki Lima. Faktor penghambat dari sumber daya manusia yang terbatas dan
kurangnya komunikasi antara pihak Disperindag, Satpol PP dan PKL, serta faktor

penghambat lainya yakni kurangnya kesadaran PKL dalam mentaati peraturan.
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Pelanggaran jam operasional berdagang, dimana dalam Perwali Nomor
37 Tahun 2015 pasal 1 tentang penataan PKL di Kota Kediri lokasi pkl yang
bersifat sementara:
Pasal 1

(1) Lokasi PKL yang bersifat sementara merupakan lokasi tempat usaha PKL yang
terjadwal, jenis tempat usaha yang bergerak, dan bersifat sementara.

(2) PKL hanya diperbolehkan berjualan pada jadwal waktu yang telah ditentukan
dan lokasi PKL harus bersih dari sarana dan prasarana jualan sebelum dan
sesudah jadwal berjualan.

(3) PKL harus menggunakan tempat usaha yang bergerak (dapat dipindah) dan
menatanya sedemikian rupa sehingga tidak menggangu arus lalu lintas dan
parkir kendaraan di bahu jalan.

(4) Daftar lokasi dan jadwal PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Problematika lainnya yakni mengenai Perwali Nomor 37 Tahun 2015
pasal 12 tentang larangan bertransaksi, dimana dalam pasal tersebut ada yang
masih kurang tegas dalam implementasinya dan faktanya masih banyak tempat
yang merupakan dilarang untuk berjualan namun tetap saja digunakan oleh PKL.
Larangan bertransaksi dalam Pasal 12:

(1) Setiap orang baik penjual maupun pembeli dilarang melakukan transaksi jual
beli di lokasi yang dilarang untuk usaha PKL.
(2) Lokasi yang dilarang untuk melakukan transaksi dengan PKL adalah:
a. bahu jalan depan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran ;
b. bahu jalan depan puskesmas ;
c. bahu jalan depan kantor instansi pemerintah ;
d. bahu jalan depan sekolah ;
e. trotoar; dan

> Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima
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f. jembatan.®
Dalam pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 sebenatnya dalam Perwali sudah
diatur jelas mengenai pengawasan dan penertiban serta sanksi yang dikenakan jika
terdapat pelanggaran PKL.
Pasal 13

(1) Pengawasan usaha PKL dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban
PKL.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendataan dan
penataan terhadap PKL yang belum memiliki TDU dan PKL yang berjualan
pada lokasi yang tidak sesuai dengan TDU-nya.

(3) Pengawasan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara berkala.

Pasal 14

(1) Penertiban terhadap PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
dibawah koordinasi Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
serta melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian, PPNS dan aparatur
penegak hukum lainnya.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang yang berjualan di lokasi
yang diberi tanda larangan dan/atau tidak pada jadwal yang telah ditentukan.

(3) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban terhadap alat, tempat dan
sarana berjualan PKL yang ditinggalkan pemiliknya sebelum/sesudah jadwal
yang ditentukan.

Pasal 15
(1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan PKL dikenakan sanksi
administrasi.
(2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan TDU; atau
c. pencabutan TDU.
(3) Mekanisme yang ditempuh dalam pengenaan sanksi administrasi adalah:
a. Diawali dengan pemberian teguran tertulis sampai 2 (dua) kali dengan jeda
masing-masing 3 hari;

® Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima
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b. Dalam hal teguran tertulis tidak diindahkan, maka dilakukan pembekuan
TDU dan dilarang melakukan usaha selama masa pembekuan;

c. PKL yang tetap melakukan usaha selama masa pembekuan TDU, maka
dilakukan pencabutan TDU dan dilarang melakukan usaha PKL.”

Salah satu asas penting Negara hukum adalah asas legalitas. Subtansi dari
asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat
administrasi  berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang,
badan/pejabat administrasi Negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan
yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.
Dalam implementasinya, kebijakan pemerintah mengalami perbedaan antara yang
diharapkan sebelumnya dengan yang telah dicapai. Implementasi kebijakan
penataan PKL dihadapkan pada berbagai permasalahan sehingga dapat dikatakan
bahwa kebijakan ini merupakan unsuccessful implementation karena disebabkan
pelaksanaannya yang jelek. Ketidakberhasilan implementasi kebijakan ini dapat
dianalisis dengan mengacu pada model implementasi kebijakan yang
dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yakni model proses implementasi
kebijakan (a model of the policy implementation process). Adapun variabel-
variabel dalam model ini meliputi:®

1) Ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan dari kebijakan penataan

pedagang kaki lima sebagaimana yang diatur dalam Perwali Kota Kediri No 37

7 Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima
# Jawahir Thontowi, Islam, Politik, dan Hukum, (Yogyakarta: Madyan Pres, 2002), hal.
185
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tahun 2015 adalah mewujudkan Kota Kediri sebagai tempat yang bersih dan
nyaman. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa yang menjadi
ukuran kebijakan penataan PKL adalah terciptanya kawasan Kota Kediri yang
bersih, indah dan bebas dari pedagang kaki lima.

2) Sumber-sumber kebijakan. Kebijakan untuk melakukan pengaturan dan
penertiban pedagang kaki lima tertuang pada Peraturan Daerah No 7 Tahun
2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota
Kediri Kemudian pengaturan terkait tempat bahkan waktu yang tidak
diperbolehkan untuk berjualan para PKL diatur dalam Peraturan Walikota
Kediri No 37 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di
Wilayah Kota Kediri. Disamping itu juga, Pemerintah Kota Kediri
bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja (satpol pp) guna menunjang
kelancaran dan ketertiban dalam proses penertiban pedagang kaki lima di Kota
Kediri.

3) Komunikasi antar organisasi terkait. Komunikasi memegang peranan yang
sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan. Komunikasi kebijakan
penataan pedagang kaki lima dilakukan dengan melakukan sosialisasi sebelum
kebijakan tersebut diimplementasikan. Kebijakan penataan pedagang kaki lima
di Kota Kediri berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian di Kota

Kediri. Sebelum beroperasional PKL mengikuti sosialisasi yang melibatkan
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paguyuban pedagang kaki lima, serta PKL yang hendak berdagang. Sosialisasi
ini dikomando oleh Disperindag dan Satpol PP.’

4) Sikap para pelaksana. Dalam implementasinya, kebijakan penataan pedagang
kaki lima yang merupakan perwujudan kerjasama Pemerintah dengan pihak
swasta dihadapkan pada beberapa permasalahan. Di antaranya pertama, banyak
bermunculan pedagang kaki lima baru tanpa ijin dari disperindag. Hal inilah
yang kemudian membuat pedagang kaki lima yang sudah terdaftar menjadi
tidak enak hati sehingga merasa tidak nyaman.*®

Memang setelah dilakukan penertiban, kawasan pusat kota dari pedagang
kaki lima dengan dibantu satpol pp. Namun, beberapa minggu mereka menaati dan
kemudian mereka kembali lagi hal ini disebebkan karena kurangnya intensitas
penertiban yang dilakukan pihak satpol pp. Dengan harapan PKL di Kota Kediri
dapat tertata dengan baik tanpa mengurangi keindahan kota tanpa mengganggu
aktivitas masyarakat serta dapat memberikan rasa nyaman terhadap orang sekitar.

PKL yang beraktifitas dari pagi hingga malam hari memiliki sudut pandang positif

dari beberapa masyarakat yang berpendapat bahwa adanya PKL dirasa bermanfaat

bagi kehidupan masyarakat terutama dibidang sandang, pangan dan papan hal ini
dalam ajaran islam bisa disebut kemaslahatan umat manusia, namun apabila
kerugian/kemudaharatan lebih besar maka perlu perbaikan dari sebuah aturan

yang berlaku. Salah satu aktifitas PKL yang sangat mengusik fikiran dan hati

® Ibid., hal 186
1% Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, Implementasi Kebijakan Penataan
Pedagang Kaki Lima, (Universitas Brawijaya: Malang, 2012), hal. 943-952
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peneliti yakni PKL dikawasan pusat kota Kediri, sekilas pandangan peneliti bahwa
faktanya pada kawasan ini sangat menimbulkan kemudaratan/kerugian salah satu
permasalahan yang membuat penasaran peneliti dan ingin menelitinya ialah bahwa
tempat atau area yang mereka tempati tersebut bisa dikatakan merupakan area
yang tidak seharusnya digunakan untuk menggelar lapak dagangannya, salah
satunya area yang digunakan ialah troator yang merupakan salah satu fasilitas
pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di antara fasilitas-fasilitas
lainnya.

Setelah diimplementasikan, sebagian besar pedagang kaki lima yang
telah mengikuti sosialisasi mampu menaati peraturan walikota namun tidak lama
kemudian banyak PKL yang berdagang melanggar peraturan dan kembali
berjualan di sepanjang jalan sehingga membuat tidak kondusif. Melihat hal
tersebut Disperindag dan Satpol PP belum melakukan tindakan dan pedagang kaki
lima masih dibiarkan berjualan di sepanjang jalan.

C. Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri Berdasarkan Hukum Islam

Islam mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun
sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik
yang dibenarkan dalam syara’, sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain
yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Tatanan dalam
segi ekonomi sering kali disebut dengan Muamalah, dimana di dalamnya

dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam
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masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak, serta penyelesaian persengketaan-
persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, gadai,
dan lain sebagainya. Persoalan dalam penelitian ini adalah mengenai penataan
yang dilarang untuk para PKL. Dimana kenyataanya hingga saat ini masih saja
terdapat PKL yang melanggar peraturan seperti masih adanya PKL yang
berjualan di trotoar, depan instansi, bahu jalan depan sekolahan, bahu jalan depan
puskesmas dan masih banyak lagi tempat yang tidak seharusnya digunakan

berjualan oleh PKL.

Aset publik tidak boleh dijarah, baik oleh individu maupun kelompok
manapun, penjagaan dan perlindungan aset ini menjadi tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat sesuai dengan prinsip atau kaidah amar ma’ruf nahi
mungkar. Tetapi saat ini aset publik lebih rentan terhadap penjaharan dan
penyelewengan serta pelanggaran dari pada aset pribadi. Modus-modus yang
paling populer adalah pencurian, penggelapan, pemalsuan, eksploitasi jabatan,
penyalagunaan wewenang, pengrusakan, kualitas rendah, salah penggunaan,
tidak terpenuhinya hak-hak negara. Hal ini dikarenakan penanggungjawab aset
publik adalah orang banyak, sementara yang melindungi aset pribadi adalah
pemiliknya sendiri. Pemilik akan lebih mementingkan aset pribadinya sendiri
dari pada aset publik.

Salah satu interaksi yang dilakukan manusia adalah dalam hal ekonomi

yang hampir dapat ditemukan diseluruh lapisan masyarakat di antaranya praktek
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jual beli yang tentunya harus sesuai dengan syari’at Islam.alam figh muamalah
dijelaskan bahwa hak merupakan suatu ketentuan yang digunakan oleh syari’ah
untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.'’ Pihak yang
membuat aturan sebagaimana yang tertuang pada perwali mengenai penataan
PKL dalam islam mereka adalah imam pemandu umat menuju jalan yang lurus
mereka sebenarnya bukanlah orang kuat dan kemungkinan dikritik yang
merupakan komponen penting imamah yakni teori kepemimpinan dan hubungan
yang ideal antara pemimpin dan pengikutnya telah hilang dalam Islam modern
dengan memalukan para politisi memanipulasinya untuk menyembunyikan
keinginan  pribadi mereka yang anakronistik untuk  menggunakan
otoritarianisnme yang sempit.*?

Kepentingan publik merupakan persoalan mendasar yang harus
diperhatikan dalam menggali hukum Islam. Sebab tujuan pokok sang pembuat
hukum (syar’i) tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan
untuk orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi manusia dan menolak
mudharat, atau menghilangkan keberatan. Untuk tujuan di atas, para ahli ushul
sendiri telah memperkenalkan beberapa metode istinbat hukum setelah al-Qur’an
dan al-Sunnah sebagai sumber rujukan. Metode ini memberikan porsi akal secara

lebih longgar. Metode-metode seperti istihsan, maslahat al-mursalah, giyas, dan

28

! |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik....hal. 4
12 Fatima Mernissi, Islam dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hal.
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sad al-dzara’i, atau metode lainnya sudah cukup populer di kalangan ushuluyin
yang semuanya dibangun atas pertimbangan maslahat.

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif
sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa)
untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha
tersebut dilaksanakan pada tempat- tempat yang dianggap strategis dalam
suasana lingkungan yang informal.® Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan
oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah
semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis
merupakan hak PKL. PKL mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang
kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukkannya secara
formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seleruh jalur pedestrian, ruang
terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesbilitasnya
yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga.
Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang
tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat
menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). Mengganggu kegiatan ekonomi
pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung

seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat

" Giyarto dengan, Dampak Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Pedagang Kaki Lima
(Pkl) Dipasar Legi Kota Surakarta, (fakultas Hukum: Universitas Surakarta, 2016). Hal. 12
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keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan
mengganggu kelancara lalu lintas."*

Pada penelitian tentang larangan pedagang kaki lima di fasilitas umum,
bahwasannya sudah jelas diatur dalam Perwali No 37 Tahun 2015 Tentang
Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Kediri, tetapi dalam pelaksanaannya
masih belum sesuai. Dalam melakukan penertiban, Petugas Satpol PP sering kali
bertindak melakukan penertiban. Sedangkan pedagang kaki lima tetap berjualan
di fasilitas umum. Maka dari itu, digunakan Maslahah Mursalah dalam
menyelesaikannya. Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok
dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa,
keturunan, akal, dan harta. Untuk usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur
pokok tersebut al-syatibi membagi kepada tiga tujuan syariah yaitu: pertama al-
daruriyat yakni yang di maksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam
kehidupan manusia, kedua al-hajiyat yakni yang dimaksud untuk menghilangkan
kesulitan atau menjadi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih
baik lagi, ketiga al-tahsiniyat yakni dimaksudkan agar manusia dapat melakukan
yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok."
Berdasarkan analisa diatas, pemerintah perlu memberikan pertimbangan yang
lebih kepada pedagang kaki lima, dan tidak hanya pemberatan hukuman bagi para

pedagang namun dapat memberikan efek jera dari hukuman yang diberikan agar

* Ibid., hal. 20
15 Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqoshid Syari’ah Menurut Syatibi, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1996), hal. 72.
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pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima seharusnya mentaati dan menjalankan

aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Terdapat surat Al Qur’an yang menyatakan bahwa janganlah kita
melakukan perbuatan merusak lingkungan akibat dari perdagangan itu salah
satunya adalah kotor sampah lingkungan terganggu. Sebagaimana dalam QS: Al-

A'raf Ayat: 56 berikut:*®
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Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS: Al-A'raf Ayat: 56)
Pemerintah (penguasa) meupakan pihak yang dibebani Allah SWT untuk

mengontrol dan melindungi aset publik dalam hal ini merupakan area tersebut
dengan otoritas kekuasaan dan beragam sarana yang dimilikinya. Sebagaimana
dalam hadist bukhari muslim berikut:"’/

Ua s Al gl 388 e Ual e 108 WL e 20 La i sl G e B oy 800 (ol Gl

an Al) s 8 gl Sad e oo Ul 8 sl T ey Gl e 8 Uae
&)

'® Departemen Agama RI, A/ qur’an dan terjemahanya, (Departmen Agama: CV Pustaka
Agung Harapan, 2006)
7 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 54.
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Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Siapa yang taat kepadaku
maka berarti taat kepada Allah, dan siapa yang maksiat kepadaku berarti maksiat
kepada Allah, dan siapa yang taat kepada pimpinan yang aku angkat berarti taat
kepada taat kepadaku, dan siapa yang melanggar amier yang aku angkat berarti
melanggar kepadaku (Bukhari, Muslim).*®

Dari hadits di atas peneliti dapat menganalisa bahwa kita diwajibkan
untuk mentaati para pemimpin kita, memberikan penegasan bahwa ketaatan
kepada pemimpin tidak dibatasi rasa suka atau tidak suka, ringan atau berat, sulit
atau mudah perintah pemimpin tersebut, namun kita wajib taat dalam situasi
apapun. Meski demikian, ketaatan terhadap pemimpin bukanlah taat secara
membabi buta, namun harus tetap berpegang teguh terhadap syariat Allah dan
kebaikan, atinya ketaatan hanya diperuntukkan bagi pemimpin yang
menjalankan syariat Allah dan kemaslahatan ummat, apabila pemimpin tersebut
memerintahkan dalam hal maksiat maka kita diwajibkan untuk tidak taat."® Ulil
amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintah sebagai pemimpin
masyarakat yang harus ditaati dan dijalankan perintahnya sesuai dengan syariat
Islam. Sekiranya diperhatikan kehidupan kenegaraan yang ada sekarang, setelah
kekhalifahan hilang dan umat Islam hidup dalam negara bangsa, maka secara

umum semua warga (penduduk) dalam negara tersebut tunduk pada peraturan

¥ Muhammad Fuadi bin ‘Abdul Bagqi bin Sholih bin Muhammad, Al-Lu’lu’ Wal Marjan,
Maktabah Syamilah
% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 56.
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dasar yang disepakati bersama yang kita kenal dengan istilah konstitusi (undang-
undang dasar). Kepala negara dan kepala pemerintahan harus taat kepada
konstitusi agar dia dianggap sah dan berwenang. Kalau dia melanggar konstitusi
maka dia dianggap tidak sah lagi dan harus berhenti (mengundurkan diri) atau
diganti secara paksa. Berhubung ketaatan kepada uli al-amr diikat dengan
ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka perlu juga memberikan pembahasan
tentang kewenangannya yang meliputi dua hal: siapa saja yang boleh dia atur,
atau siapa yang harus patuh kepadanya dan dalam bidang apa dia boleh mengatur
orang-orang tersebut. Pemerintah hendak mendahulukan kepentingan umum dari
pada kepentingan khusus, dalam arti pemerintah mendahulukan kepentingan
pengguna jalan lainya dari pada kegiatan PKL.

Bagi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima sebaiknya mentaati dan
menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama. 1bn
Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwasanya sah hukumnya dalam
menisbatkan illat kepada segala perintah Allah SWT karena Al-Qur’an dan as-
Sunnah sudah penuh dengan contoh dimana suatu alasan hukum diberikan
adalah untuk menjelaskan perintah syara’. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa segala sesuatu yang menyimpang dari keadilan dan kebaikan adalah
bukan syari’ah, meskipun dari hasil ta’wil.

Pemanfaatan atau bahkan mengambil hak orang lain merupakan kejahatan

dan dilarang oleh agama, dalam hal ini PKL di Kota Kediri tanpa sadar telah



112

mengambil hak pejalan kaki karena PKL berdagang di atas trotoar bahkan di
bahu jalan. As Saa’ib bin Yazid meriwayatkan dari bapaknya bahwa Nabi

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Janganlah salah seorang di antara kamu mengambil tongkat saudaranya
baik main-main maupun serius. Jika salah seorang di antara kamu mengambil
tongkat saudaranya, maka kembalikankah.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi
dan ia menghasankannya. Hadits ini dihasankan pula oleh Syaikh al-Albani
dalam Shahih Abi Dawud dan Shahih At Tirmidzi).*

Hadits Tentang Kerusakan Alam Akibat Perbuatan Manusia
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Dari Abi Amr Ibnu Jubair Ibnu Abdillah, ia berkata, “Rasulullah
bersabda,”Barang siapa yang yang berbuat/prakarsa yang baik dalam Islam,
maka ia akan memperoleh pahala dari perbuatan/ prakarsa itu dan pahala dari
orang yang melaksanakan atau menirunya. Dan barang siapa berprakarsa yang

jelek, maka ia akan medapatkan dosa dari prakarsanya itu dan dosa dari orang-

% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah... hal. 70
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orang yang mempraktikkan prakarsanya itu tanpa mengurangi dosa yang
menirunya. (HR. Muslim).*

Sesuai kaidah figih, maslahat umum lebih penting dari pada maslahat
khusus. Dari segi maslahah al amah yakni kemaslahatan umum ini berbentuk
kepentingan mayoritas umat, sehingga dalam hal ini PKL merupakan bentuk

kepentingan khusus yang harus mau mentaati peraturan yang ada demi

kemaslahatan bersama. Penelitian ini menunjukkan =l JLY) aalia gala siaa

423+l bahwa didahulukan kepentingan umum atas kepentingan khusus,

kemaslahatan sesuai dengan akhidah a>las JI o ot ob)), JT YT plf 6 s

*! Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim / Imam Nawawi, (Jakarta: Darus Sunnah
Press, 2011), Jilid 11, hal. 928 — 929





